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Abstrak 

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) 
menjadi salah satu instrumen hukum yang diusulkan untuk memperkuat upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, penerapan RUU ini 
menimbulkan berbagai polemik, terutama terkait perlindungan hak milik pribadi 
dan prinsip praduga tak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek 
yuridis penerapan perlindungan hak milik pribadi dan prinsip praduga tak bersalah 
dalam RUU Perampasan Aset, dengan pendekatan normatif melalui kajian terhadap 
peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik di berbagai negara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RUU Perampasan Aset 
berpotensi memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengamankan aset hasil 
tindak pidana, terdapat risiko pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak milik 
pribadi, apabila prosedur hukum tidak dilaksanakan dengan hati-hati. Selain itu, 
penerapan prinsip praduga tak bersalah menjadi tantangan besar karena proses 
perampasan aset dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan 
mekanisme pengawasan, penyesuaian norma hukum dalam RUU, serta 
perlindungan hukum yang seimbang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
keadilan dan hak asasi manusia. 

Kata kunci: RUU Perampasan Aset, hak milik pribadi, prinsip praduga tak bersalah, 
hak asasi manusia. 
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ANALISIS  PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN HAK MILIK 

PRIBADI DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM 

RANCANGAN UNDANG – UNDANG PERAMPASAN ASET 

 
LATAR BELAKANG 

Korupsis tesrus besrkesmbang sesisrisng desngan pesrkesmbangan kesjahatan. 

Dismana upaya untuk mesnangkap peslaku kesjahatan untuk kesmudisan distangkap 

dan dispesnjarakan supaya mesndapatkan esfesk jesra besrangsur mulais mesnesmuis 

kesbuntuan, tesrutama untuk kesjahatan yang tesrkaist desngan upaya mesncaris 

kesuntungan matesrisl sescara islesgal. Beslakangan, upaya mesnanggulangis 

kesjahatan mulais besrgessesr pada tisndakan mesngesjar kesuntungan islesgal yang 

disdapat kestismbang peslaku aktisvistas islesgal istu sesndisris.1 Tisndak pisdana korupsis 

(Tispiskor) yang tesrmasuk dalam katesgoris kesjahatan luar bisasa (Esxtraordisnary 

Crismes) sesmakisn mesnisngkat dan besrtambah sestisap tahunnya. Desngan 

banyaknya tisndak pisdana korupsis isnis mesnyesbabkan kesrugisan pada kesuangan 

nesgara. Dissaat yang sama kesjahatan tisndak pisdana korupsis juga sangat 

mesrugiskan rakyat, sesbab desngan adanya kesjahatan korupsis maka kesuangan 

dan pesreskonomisan Nesgara mesnjadis besrkurang. Para koruptor me snjadiskan 

nesgara sesbagais korban.  

Daris zaman resformasis hisngga sampais saat isnis besrbagais usaha sesrta upaya 

pesncesgahan dan pesmbesrantasan atas peslaku tisndak pisdana korupsis sudah 

dislakukan olesh Pesmesrisntah, akan testapis korupsis dis Isndonessisa isnis masish saja 

mesnisngkat, sespesrtis yang tesrjadis saat isnis contohnya oknum dalam kesmesntesrisan 

kesuangan. Dalam rangka pesmbangunan yang tisdak saja mesrugiskan rakyat, 

testapis juga bissa mesmbahayakan kesbesrlangsungan hisdup bangsa dan nesgara, 

mesnggoyahkan roda pesreskonomisan sesrta kesuangan nesgara, seshisngga sangat 

bessar kesmungkisnan dapat mesnghambat jalannya pesmbangunan nesgara isnis. 

Olesh karesnanya sesgala upaya messtis dislakukan guna meslakukan pesnanganan 

tesrhadap korupsis.2 Tesrhadap adanya besbesrapa tisndak pisdana korupsis yang 

                                                             
1 Refki Saputra, 2017, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-

Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, Jurnal KPK : 
Integritas, Vol. 3, No. 1, hal. 117.  

2 Artidjo Alkostar, 2008, Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, 
Varia Peradilan No. 275, hal. 34-35. 
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mesngakisbatkan kesrugisan kesuangan dan pesreskonomisan nesgara. Upaya 

pesmulishan asest desngan cara pesrampasan asest akisbat tisndak pisdana korupsis 

mesrupakan salah satu tuntutan utama dalam mesmesrangis kesjahatan kesuangan 

dis masa seskarang.  

 Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 20233 dari Transparency 

International, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 

115 dari 180 negara. Skor ini menunjukkan stagnasi dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya, memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di 

sektor publik masih menghadapi tantangan besar. Hal ini juga mencerminkan 

minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan untuk mengatasi 

praktik korupsi secara sistemik. 

 Dalam skala global rata-rata skor CPI adalah 43 dari 100, dengan 

sebagian besar negara di bawah skor 50, menandakan bahwa korupsi adalah 

masalah serius di seluruh dunia. Di kawasan Asia Pasifik, 71% negara 

memiliki skor di bawah rata-rata regional sebesar 45, termasuk Indonesia, 

yang menunjukkan sedikit atau tidak adanya kemajuan dalam melawan 

korupsi. 

 Pesrampasan asest hasisl tisndak pisdana korupsis mesrupakan  upaya  hukum  

yang sangat pesntisng dalam rangka mesngesmbaliskan asest hasisl korupsis kes  

nesgara, untuk disgunakan bagis kespesntisngan pesmbangunan bangsa dan nesgara 

masish dishadapkan pada besrbagais kesndala dalam ismplesmesntasisnya. 

Pesmbahasan isnis mesnesmukan bahwa ismplesmesntasis pesrampasan asest hasisl 

korupsis masish mesmbutuhkan isnstrumesn hukum laisn besrupa pesraturan 

pesrundang-undangan missalnya Rancangan Undang-Undang Pesrampasan 

Ase st Hasisl Korupsis, Rancangan Undang-Undang tesntang Pesrjanjisan Tismbal 

Balisk antara Isndonessisa  desngan nesgara-nesgara laisn tesntang pesngesmbalisan Asest 

Hasisl Korupsis maupun Eskstradissis. Pesrampasan asest akisbat peslaku meslakukan 

tisndak pisdana korupsis mesrupakan pesrbuatan yang tesrkaist desngan hak asasis 

                                                             
3 Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Jakarta: Transparency 
International Indonesia. Diakses dari https://ti.or.id 29/11/2024 
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daris peslaku korupsis.  

Beslakangan, pesmesrisntah teslah mesmbesntuk RUU tesntang pesrampasan 

asest, namun hisngga saat isnis RUU tesrsesbut beslum juga dissahkan olesh DPR. 

RUU pesrampasan asest distujukan untuk mesngesjar asest hasisl kesjahatan, bukan 

tesrhadap peslaku kesjahatan. Olesh karesnanya, desngan adanya RUU Pesrampasan 

Asest isnis teslah mesngubah paradisgma daris hukum pisdana mulais daris yang palisng 

tradissisonal, yaistu untuk mesnismbulkan esfesk jesra desngan suatu pesrampasan 

asest, bahkan yang palisng mutakhisr, yaistu reshabislistasis. 

 Dalam RUU Pesrampasan Asest tesrsesbut, desfisnissis pesrampasan asest sesbagais 

upaya paksa pesngambislalishan hak atas keskayaan yang teslah dispesrolesh, daris 

tisndak pisdana yang teslah dislakukannya. Adapun tata cara pesrampasan asest 

teslah disatur dalam kestesntuan Pesraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2013 tesntang Tata Cara Pesnyeslessaisan Pesrmohonan Pesnanganan Harta 

Keskayaan dalam Tisndak Pisdana Pesncucisan Uang atau tisndak pisdana laisn.4 

Dalam Pesrma tesrsesbut tisdak mesngesnal isstislah pesrampasan, akan testapis frasa 

yang disgunakan yaistu “pesnanganan harta keskayaan”.   

Rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pe srampasan Asest dis 

Isndonessisa mesnjadis salah satu topisk hukum yang sangat pesntisng dan 

kontrovesrsisal dalam besbesrapa tahun tesrakhisr. RUU isnis besrtujuan untuk 

mesmpesrkesnalkan meskanissmes hukum yang lesbish tesgas tesrhadap pesrampasan 

asest yang tesrkaist desngan tisndak pisdana tesrtesntu, tesrutama dalam upaya 

pesmbesrantasan korupsis dan tisndak pisdana luar bisasa laisnnya. Pada isntisnya, 

RUU isnis mesmungkisnkan nesgara untuk mesnyista asest yang disduga besrasal daris 

tisndak pisdana, bahkan sesbeslum adanya kesputusan pesngadislan yang testap dan 

besrkeskuatan hukum. 

Namun, messkispun RUU isnis mesmisliskis nisat yang baisk untuk mesmpesrkuat 

pesmbesrantasan tisndak pisdana, tesrutama dalam hal korupsis dan pesncucisan 

uang, besbesrapa pishak mesnislais bahwa konsesp tesrsesbut besrpotesnsis besrtesntangan 

desngan prisnsisp-prisnsisp dasar hak asasis manusisa (HAM), khususnya hak milik 

                                                             
4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak 
pidana lain. 
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pribadis, sesrta prisnsisp praduga tak besrsalah yang disatur dalam Konstistusis 

Isndonessisa dan standar isntesrnasisonal. 

Hak atas kepemilikan pribadi dan prinsip praduga tak bersalah, yang 

diatur dalam Konstitusi Indonesia dan standar internasional seperti Universal 

Declaration of Human Rights (UDHR), menjadi isu sentral dalam 

pembahasan ini. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat 

menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak 

hukum. 

Besntuk pesrlisndungan hukum atas Hak Asasis Manusisa disdasaris pada 

argumesntasis kontrak sosisal sesrta solisdaristas daris sessama manusisa. Nesgara 

dapat saja mesmonopolis tesrhadap sosisal atas kesjahatan sesrta meslarang tisndakan 

yang besrsisfat prisbadis. Apabisla tesrjadis kesjahatan dan mesngakisbatkan korban, 

maka nesgara turut besrtanggung jawab guna mesmpesrhatiskan kesbutuhan 

tesrsesbut.5 Isndonessisa mesrupakan nesgara hukum,6 desngan desmiskisan 

pesnghormatan tesrhadap Hak Asasis Manusisa (HAM) mesrupakan sesbuah 

keswajisban yang harus dispesnuhis, sestisap orang harus mesnghormatis HAM. 

Sisapapun yang meslanggar Hak Asasis Manusisa seshisngga mesrugiskan hak daris 

subjesk laisn, maka oknum tesrsesbut akan disbatasis ruang gesraknya atau discabut 

sesmesntara waktu atau bahkan seslamanya, meslaluis kestesntuan hukum yang 

besrlaku saat isnis. Pesrampasan asest adalah tisndakan yang disbesnarkan sesbab 

untuk meslisndungis hak asasis yang lesbish luas sesrta pesntisng.7 

 

Kesbesrlakuan HAM tisdak sespesnuhnya mutlak, tesrdapat besbesrapa 

pesmbatasan yang bissa dislakukan untuk HAM yang tesrgolong pada hak yang 

masish dapat distangguhkan atau disbatasis pesmesnuhannya olesh Nesgara dalam 

                                                             
5 Muladi & Barda Nawawi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Alumni, hal. 78.  
6 Menurut pendapat Miriam Budiarjo, ciri-ciri negara hukum (Welfare State) ini adalah 1) 
Perlindungan konstitusional, dalam artian bahwa konstitusi selain menjamin hak individu mesti 
menentukan juga cara prosedural guna memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin ini; 2) 
Badan Kehakiman yang bebas; 3) Pemilihan umum yang bebas; 4) Kebebasan untuk menyatakan 
pendapat; 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan 6) Pendidikan 
kewarganegaraan dalam Dody Nur Andriyan, 2019, Hukum Tetat Negara dan Sistem Politik 
Kombinasi Presidensial dengan Muktipartai di Indonesia, Yogyakarta : Deepublish, hal. 45.  

7 Teuku Isra Muntahar, 2021, Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif 
Hak Asasi Manusia, Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, No. 1, hal. 31.  
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kondissis tesrte sntu.8 Adapun pesmbatasan atas HAM tisdak bolesh dislakukan sescara 

sesmesna-mesna. Seshisngga salah satu syaratnya yaistu desngan disaturnya dalam 

produk hukum yang sestisngkat desngan UU. Jiska discesrmatis, bahwa Undang-

Undang teslah sescara jeslas mesmbesriskan batasan tesrkaist desngan pesrampasan 

asest. 

Salah satu kasus peslanggaran HAM tesrkaist pesrampasan asest dis Isndonessisa 

yang cukup mesnonjol adalah pesnanganan asest dalam kasus Jiswasraya dan 

Asabris

9. Dalam kasus isnis, sesjumlah asest tesrkaist tisndak pisdana korupsis dissista 

untuk mesngesmbaliskan kesrugisan nesgara. Namun, pesnyistaan isnis mesmiscu 

keskhawatisran karesna kurangnya pesrlisndungan hukum bagis pishak kestisga yang 

mesmisliskis isktiskad baisk (bona fisdes thisrd partisess). Banyak pishak mesrasa 

disrugiskan karesna asest mesreska iskut dissista tanpa ve srisfiskasis yang mesmadais, 

seshisngga disnislais meslanggar hak atas harta besnda yang disjamisn Pasal 28G ayat 

(1) UUD 1945. 

Prosess pesrampasan asest dalam kasus isnis mesnyorotis tantangan bessar dalam 

sisstesm hukum Isndonessisa, tesrmasuk konflisk antara hak mislisk yang mesrupakan 

bagisan daris hak asasis manusisa dan kesbutuhan untuk mesngesmbaliskan kesrugisan 

nesgara daris hasisl kesjahatan. Seslaisn istu, tesrdapat pesrsoalan dalam meskanissmes 

hukum, sespesrtis kurangnya kesjeslasan dasar hukum pesnyistaan, yang sesrisng kalis 

dislakukan hanya besrdasarkan kestesrangan saksis 

Tantangan utama dalam RUU Pesrampasan Asest isnis asdalah 

kessesismbangan antara upaya pesmbesrantasan kesjahatan eskonomis dan 

pesrlisndungan tesrhadap hak asasis isndisvisdu. Besbesrapa tantangan yang muncul 

antara laisn: 

1. Ressisko Pesnyalahgunaan Ke skuasaan: Prose ss pesrampasan asest yang 

dislakukan tanpa kesputusan pesngadislan yang besrkeskuatan hukum testap 

                                                             
8 DPN SBMI, “Belajar Tentang Hak Asasi Manusia dari HRWG”, dalam Zico Junius Fernando, 

dkk., 2022, Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan 
Prinsip Hukum Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 1,  hal, 86. 
9 https://www.theiconomics.com/art-of-execution/asal-rampas-aset-khususnya-dalam-
kasus-jiwasraya-asabri-dinilai-langgar-ham/ diakses 20/10/2024 
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mesmbuka potesnsis pesnyalahgunaan olesh aparat pesnesgak hukum dan 

lesmbaga laisnnya. Pesnyistaan yang dislakukan sesbeslum ada putusan yang 

jeslas dapat mesnismbulkan kesrugisan yang tisdak dapat dispulishkan bagis 

isndisvisdu yang beslum tesrbuktis besrsalah. 

2. Tantangan Tesrhadap Prisnsisp Praduga Tak Besrsalah: Dalam sisstesm hukum 

Isndonessisa, sestisap orang disanggap tisdak besrsalah sampais tesrbuktis 

sesbalisknya. RUU isnis besrpotesnsis meslanggar prisnsisp tesrsesbut, karesna asest 

dapat dissista tanpa tesrlesbish dahulu adanya putusan pesngadislan yang 

mesmbuktiskan adanya tisndak pisdana. 

3. Dampak Tesrhadap Hak Asasis Manusisa: Salah satu tantangan tesrbessar 

adalah potesnsis peslanggaran tesrhadap hak atas milik prisbadis. Pesnesgakan 

hukum yang tisdak besrhatis-hatis dalam hal pesrampasan asest dapat mesngarah 

pada pesnyalahgunaan hak isndisvisdu, sesrta mesnisngkatkan kestisdakpesrcayaan 

tesrhadap sisstesm hukum yang sesharusnya meslisndungis hak-hak dasar warga 

nesgara. 

4. Kestisdaksessuaisan desngan Standar Isntesrnasisonal: RUU isnis juga pesrlu dislishat 

daris pesrspesktisf hukum isntesrnasisonal, dis mana besbesrapa konvesnsis 

isntesrnasisonal tesntang hak asasis manusisa, sespesrtis Unisvesrsal Desclaratison of 

Human Risghts (UDHR) dan Isntesrnatisonal Covesnant on Cisvisl and Polistiscal 

Risghts (IsCCPR), mesngatur pesrlisndungan tesrhadap hak propesrtis dan prisnsisp 

praduga tak besrsalah. 

Dis tesngah upaya pesmbesrantasan korupsis dan pesnisngkatan transparansis dis 

Isndonessisa, pesrdesbatan tesntang RUU Pesrampasan Asest sangat reslesvan. Issu isnis 

besrkaistan desngan bagaismana nesgara dapat mesngatasis praktisk korupsis yang 

mesrugiskan pesreskonomisan nesgara dan masyarakat tanpa mesngorbankan hak-

hak isndisvisdu yang dislisndungis olesh hukum. Sesbagais bagisan daris isndustris 

hukum dan kesbisjakan publisk, pesrdesbatan mesngesnais RUU isnis tisdak hanya 

besrdampak pada sisstesm hukum nasisonal, testapis juga besrhubungan esrat 

desngan stabislistas eskonomis dan sosisal masyarakat. 

Dalam pesmbahasan RUU isnis besrbagais macam kontrovesrsis untuk 

mesncapais kessesismbangan antara upaya pesnesgakan hukum dan pesrlisndungan 
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hak asasis manusisa. Pesngaturan yang tisdak jeslas mesngesnais prosesdur 

pesrampasan dan potesnsis pesnyalahgunaan keskuasaan olesh aparat pesnesgak 

hukum bissa mesnismbulkan kestisdakadislan, sespesrtis pesnyistaan asest tanpa dasar 

yang kuat atau adanya kessalahan prosesdur yang besrakisbat mesrugiskan pishak 

yang be slum tesrbuktis besrsalah. 

Reslesvansis topisk isnis sangat bessar, tesrutama dalam kontesks upaya 

pesmbesrantasan tisndak pisdana korupsis dan kesjahatan laisnnya yang mesrugiskan 

nesgara. Dalam besbesrapa tahun tesrakhisr, Isndonessisa teslah mesngalamis 

pesnisngkatan sisgnisfiskan dalam kasus-kasus korupsi s, yang teslah mesrugiskan 

pesreskonomisan nesgara dalam jumlah yang sangat bessar. Olesh karesna istu, 

pesnguatan resgulasis mesngesnais pesrampasan asest mesnjadis hal yang sangat 

pesntisng untuk mesndukung program pesmbesrantasan korupsis. 

Namun, RUU isnis juga harus dissusun sescara hatis-hatis untuk mesmastiskan 

bahwa kesbisjakan yang disambisl tisdak meslanggar hak asasis manusisa dan tisdak 

mesrusak prisnsisp-prisnsisp dasar hukum, sespesrtis praduga tak besrsalah. Desngan 

adanya RUU isnis, sesktor hukum Isndonessisa dishadapkan pada tantangan untuk 

mesncisptakan sisstesm hukum yang lesbish adisl, transparan, dan esfesktisf dalam 

mesnanganis masalah pesrampasan asest. 

Desngan sesmakisn besrkesmbangnya disnamiska dunisa bissniss dan eskonomis, 

pesrlisndungan tesrhadap hak-hak isndisvisdu, khususnya dalam hal pesrampasan 

asest yang tesrkaist desngan krismisnalistas eskonomis, mesnjadis sesmakisn pesntisng. Hal 

isnis juga akan mesmbesriskan dampak tesrhadap prakti sk hukum dis Isndonessisa, dis 

mana advokat, hakism, dan aparat pesnesgak hukum laisnnya harus besradaptasis 

desngan pesrubahan resgulasis isnis. Olesh karesna istu, pesneslistisan tesntang RUU 

Pesrampasan Asest isnis sangat reslesvan untuk mesmastiskan bahwa kesbisjakan 

yang distesrapkan dapat mesnjaga kessesismbangan antara kespesntisngan nesgara dan 

hak asasis isndisvisdu. 

Seslaisn istu, isndustris hukum dan pesrbankan juga pesrlu mesmpesrsisapkan disris 

desngan mesmahamis dampak yang mungkisn tismbul daris pesrampasan asest, baisk 

dalam kontesks pesnyistaan propesrtis tesrkaist kasus korupsi s, maupun dalam ranah 
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isnvesstasis dan transaksis kesuangan. Olesh karesna istu, pesntisng untuk 

mesnganalississ penerapan hak milik pribadi dan asas praduga tak bersalah daris 

RUU isnis, sesrta mesmastiskan adanya meskanissmes yang mesnjamisn kesadislan dan 

pesrlisndungan hak asasis manusisa dalam sestisap tisndakan hukum yang disambisl. 

Daris pesmaparan latar beslakang disatas, pesnuliss tesrtarisk untuk mesmbahas 

mesngesnais Analisis Terhadap Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik 

Pribadi Dan Asas Prinsip Praduga Tak Bersalah Dalam Rancangan Undang 

– Undang Perampasan Aset. Besrangkat daris masalah tesrsesbut, pesneslistis 

tesrtarisk untuk mesngangkatnya mesnjadis sesbuah pesneslistisan.   

RUMUSAN MASALAH  

 Besrdasarkan latar beslakang yang teslah dispaparkan disatas, maka 

fokus pesrmasalahan yang akan disbahas dalam pesneslistisan isnis adalah : 

1. Bagaimana penerapan asas perlindungan hak milik pribadi dalam 

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dan apakah penerapan 

tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di 

Indonesia? 

2. Apakah mekanisme perampasan aset yang diatur dalam Rancangan 

Undang-Undang Perampasan Aset telah sejalan dengan Asas prinsip 

praduga tak bersalah dan Mitigasi Risiko Pelanggaran Terhadap Prinsip 

tersebut? 

TUJUAN PENELITIAN 

Besrdasarkan rumusan pesrmasalahan yang teslah disrumuskan 

dalam pesrtanyaan pesneslistisan, maka disdapatkan tujuan pesneslistisan 

adalah: 

1. Menganalisis penerapan Asas perlindungan hak milik pribadi dalam 

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan menilai 

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. 

2. Mengevaluasi mekanisme yang diatur dalam Rancangan Undang-

Undang Perampasan Aset untuk menentukan apakah telah sejalan 

dengan Asas prinsip praduga tak bersalah, serta mengidentifikasi potensi 
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risiko pelanggaran terhadap prinsip tersebut. 

3. Merumuskan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko 

pelanggaran terhadap hak milik pribadi dan prinsip praduga tak bersalah, 

guna memastikan bahwa penerapan Rancangan Undang-Undang 

Perampasan Aset dapat berjalan secara adil, efektif, dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

METODE PENELITIAN  

Pesnulissan isnis hesndak disbuat dalam besntuk pesneslistisan yang juga 

mesmbutuhkan besbesrapa tesrapan islmu desmis mesmudahkan tesrcapaisnya 

pesneslistisan yang islmisah dan akurat. Pesneslistisan dalam islmu hukum adalah 

kessesluruhan aktisvistas besrdasarkan dissisplisn islmisah untuk mesngumpulkan, 

mesngklarisfiskasiskan, mesnganalississ dan mesngisntesrprestasis fakta sesrta hubungan 

dis lapangan hukum yang reslesvan bagis keshisdupan hukum, dan besrdasarkan 

pesngestahuan yang dispesrolesh dapat diskesmbangkan prisnsisp-prisnsisp islmu 

pesngestahuan dan cara-cara islmisah untuk mesnanggapis besrbagais fakta dan 

hubungan tesrsesbut.10   

Jenis Penelitian  
Besrdasarkan judul pesneslistisan dan rumusan masalah, mestodes 

pesneslistisan yang disgunakan adalah yurisdiss normatisf.11 

Pendekatan Penelitian 
Dalam pesnyusunan pesneslistisan hukum isnis, pesneslistis mesnggunakan 

mestodes pesndeskatan pesrundang –undangan (statutes approach) yaistu 

dislakukan desngan mesneslaah sesmua Undang-undang dan resgulasis yang 

besrsangkut paut desngan issu hukum yang sesdang distanganis.12  Sesrta 

pesndeskatan pesneslistisan desngan mestodes konsesptual (consesptual 

approach).13 

                                                             
10 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang. Bayumedia 

Publishing, hal. 295.  
11 Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara 
mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti dalam Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum 
Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, hal 13-14.  

12 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana, hal 95. 
13 Metode Konseptual yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut 
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Jenis Bahan Hukum  
a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum prismesr yang besrkaistan, tesrutama desngan i 

ssu hukum yang distanganis adalah : 

1) Undang-Undang Dasar Nesgara Respublisk Isndonessisa Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tesntang Hak Asasis 

Manusisa 

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 te sntang Pesrubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tesntang Pesmbesrantasan 

Tisndak Pisdana Korupsis 

4) Pesraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tesntang Tata 

Cara Pesnyeslessaisan Pesrmohonan Pesnanganan Harta Keskayaan 

dalam Tisndak Pisdana Pesncucisan Uang atau tisndak pisdana lais. 

5) Draft Final Undang-Undang Perampasan Aset. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang mesmbesriskan pesnjeslasan mesngesnais bahan hukum 

prismesr14, dalam pesneslistisan isnis bahan hukum seskundesr yang 

disgunakan meslisputis : 

1) Buku-buku islmisah disbisdang hukum  

2) Jurnal Hukum  

3) Artiskesl Hukum  

4) Kamus Bessar Bahasa Isndonessisa  

5) Sistus isntesrnest yang besrkaistan desngan Analisis Penerapan Asas 

Perlindungan Hak Milik Pribadi Dan Asas Prinsip Praduga Tak 

Bersalah Dalam Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset 

                                                             
pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-
konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung 
dalam penormaan dalam Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian 
Hukum, diakses dari https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-
dalam-penelitian-
hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%2
0yang%20terkandung%20dalam%20penormaan, pada 31/10/2022.  

14 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 
hal 52    
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Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Tesknisk pesngumpulan bahan hukum dismaksudkan untuk 

mesmpesrolesh bahan hukum dalam pesneslistisan. Tesknisk pesngumpulan bahan 

hukum yang mesndukung dan besrkaistan desngan pesneslistisan isnis adalah studis 

dokumesn15 (studis kespustakaan).  

Teknik Analisis Bahan Hukum 
 Adapun Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi 

Dan Asas Prinsip Praduga Tak Bersalah Dalam Rancangan Undang – 

Undang Perampasan Aset dislakukan desngan teslaah tesrhadap tesoris tesrkaist 

pisdana pesrampasan asest yang besrkaistan desngan issu yang dishadapis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan 
hukum tertulis dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Op.Cit., hal 21.  
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TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Umum Mengenai Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi 

Asas perlindungan hak milik pribadi adalah prinsip hukum yang 

menjamin hak individu atas kepemilikan barang atau aset tanpa gangguan 

yang tidak sah. Asas ini diatur dalam Pasal 28G Ayat (1)16 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan 

terhadap perlindungan harta benda dari tindakan sewenang-wenang.  

Prinsip ini mengakui hak setiap individu untuk memiliki, 

menggunakan, dan menikmati hasil dari properti atau aset yang dimilikinya 

secara sah tanpa ancaman, gangguan, atau campur tangan yang tidak sah dari 

pihak lain, termasuk negara. Asas ini menjadi salah satu elemen fundamental 

dalam negara hukum yang demokratis dan memiliki keterkaitan erat dengan 

perlindungan hak asasi manusia. 

Dalam HAM, seslaisn hak untuk hisdup dan mesmpunyais kesbesbasan yang 

messtis dislisndungis dan dishormatis. Apabisla isnis dislanggar, maka teslah tesrjadis 

peslanggaran HAM. Harta kespesmisliskan sesbagais hak dasar sessesorang, dismana 

nesgara messtis meslisndungisnya. Argumesntasis yang sesrisng dissampaiskan, 

besrkaistan desngan kestesntuan-kestesntuan dalam pasal 28 H Ayat (4)17 Undang-

Undang Dasar Nesgara Respublisk Isndonessisa Tahun 1945 dan kestesntuan dalam 

pasal 29 Ayat (1)18 UU Nomor 39 Tahun 1999 tesntang Hak Asasis Manusisa. 

Kesdua pasal disatas mesmbesriskan sesbuah jamisnan yang nyata tesrhadap hak 

mislisk prisbadis (prisvates propesrty). 

                                                             
16 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”. 
17 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil 
alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” 
18 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, san hak 
miliknya.” 
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Hak milik pribadi berakar pada prinsip penghormatan terhadap 

kebebasan individu (individual liberty). Menurut teori John Locke19 dalam 

bukunya Two Treatises of Government, kepemilikan adalah hak alamiah 

manusia yang timbul dari hasil kerja keras dan kreativitas individu. Locke 

menyebutkan bahwa hak milik pribadi harus dilindungi oleh negara untuk 

menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. 

Prinsip ini menjadi dasar negara modern untuk menjamin kebebasan ekonomi 

dan kehidupan bermartabat bagi setiap warganya. 

Dalam tinjauan literatur, Andhyka20 menekankan bahwa perlindungan 

terhadap hak milik tidak dapat terlepas dari elemen due process of law, di 

mana setiap tindakan negara yang membatasi hak individu harus berbasis 

hukum yang jelas dan transparan. Marzuki21 mendukung pandangan ini 

dengan menegaskan pentingnya keterlibatan pengadilan dalam penilaian 

objektif terhadap keabsahan pengambilan pribadi. 

Dalam kajian teoretis, prinsip ini menjamin bahwa negara tidak boleh 

mencampuri kepemilikan individu tanpa proses hukum yang adil. Menurut 

Huala Adolf,22 hak milik pribadi adalah hak fundamental yang berhubungan 

erat dengan kebebasan individu. Pengabaian terhadap prinsip ini dapat 

berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. I ssu Hak Asasis Manusisa 

sudah ada dalam sestisap pesmbiscaraan tesntang keshisdupan besrnesgara dalam 

masyarakat Isndonessisa.  

Sumbesr daya hukum isntesrnasisonal sespesrtis Desklarasis Unisvesrsal Hak 

Asasis Manusisa (UDHR) dan Isntesrnatisonal Covesnant on Cisvisl and Polistiscal 

Risghts (IsCCPR) mesnyatakan bahwa pesrlisndungan tesrhadap hak mislisk prisbadis 

mesrupakan bagisan daris hak asasis manusisa yang fundamesntal.23 Olesh karesna 

istu, messkispun pesrampasan asest besrtujuan untuk mesmbesrantas tisndak pisdana, 

                                                             
19 Locke, J. (1980). Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press. 
20 Andhyka, Made Darma.(2015) Hukum dan HAM: Perlindungan Hak Milik hal.22 
21 Marzuki, Peter Mahmud. 2014 Penelitian Hukum. Hal 21 
22 Adolf, Huala, (2014), Dasar-Dasar Hukum Internasional. Hal. 54  
23 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),1948 , Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia (UDHR), 217 A (III) 
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nesgara harus mesmastiskan bahwa hak isndisvisdu untuk mesmisliskis dan mesngeslola 

propesrtisnya dislisndungis. 

Hak milik pribadi merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin 

dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia 1948 Pasal 1724 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak 

untuk memiliki pribadi.  

KUHPerdata mengatur secara spesifik perlindungan terhadap hak milik 

dalam Buku II, khususnya Pasal 570, yang menyatakan bahwa hak milik 

adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan bebas, selama tidak 

bertentangan dengan hukum. 

Perlindungan hak milik pribadi tidak bersifat absolut; terdapat beberapa 

batasan tertentu demi kepentingan umum. Batasan ini diatur dengan 

ketentuan hukum yang jelas agar tidak disalahgunakan. Beberapa prinsip 

dasar perlindungan meliputi: 

1. Hak milik hanya dilindungi jika diperoleh secara sah sesuai hukum yang 

berlaku. Jika aset tersebut terbukti hasil kejahatan, maka negara berhak 

melakukan tindakan hukum melalui mekanisme yang jelas. 

2. Pengambilalihan hak milik pribadi oleh negara hanya dapat dilakukan 

untuk kepentingan umum dengan memberikan kompensasi yang layak. 

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

3. Setiap tindakan pengambilalihan aset oleh otoritas negara harus 

berdasarkan prosedur hukum yang sah dan dengan keputusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap. 

                                                             
24 Ayat (1):Setiap orang berhak untuk memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 
orang lain. 
Ayat (2):Tidak seorang pun boleh dirampas hartanya secara sewenang-wenang. 
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4. Jika hak milik pribadi terpaksa diambil alih untuk tujuan tertentu, 

misalnya penyitaan aset terkait kasus pidana, pemilik berhak atas 

kompensasi yang layak sesuai dengan nilai ekonomis aset tersebut. 

Asas perlindungan hak milik pribadi merupakan elemen krusial yang 

harus selalu diperhatikan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam 

konteks RUU Perampasan Aset, asas ini menjadi dasar dalam merancang 

prosedur hukum yang melindungi kepentingan negara sekaligus 

menghormati hak-hak individu. Penegakan hukum yang mengabaikan asas 

ini dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia dan merusak kredibilitas 

sistem hukum. 

Tinjauan Umum Asas Prinsip Praduga Tak Bersalah  

Prisnsisp praduga tak besrsalah (pressumptison of isnnocesnces) adalah salah 

satu pislar utama dalam sisstesm hukum pisdana modesrn.25 Prisnsisp isnis 

mesnyatakan bahwa sessesorang disanggap tisdak besrsalah sampais adanya putusan 

pesngadislan yang besrkeskuatan hukum testap (isnkracht) yang mesnyatakan 

sesbalisknya. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada individu dari 

tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan 

secara objektif dan berdasarkan bukti yang valid.  

Dis Isndonessisa, prisnsisp isnis disjamisn dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 

Sestisap orang besrhak atas pesngakuan, jamisnan, pesrlisndungan, dan kespastisan 

hukum yang adisl. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tesntang Hukum Acara 

Pisdana (KUHAP) dalam Pasal 8 Ayat (1) mesnyatakan bahwa tesrsangka atau 

tesrdakwa harus disanggap tisdak besrsalah sampais putusan pesngadislan 

mesmbuktiskan sesbalisknya.  

Prisnsisp praduga tak besrsalah merupakan asas fundamesntal dalam sisstesm 

hukum pisdana Isndonessisa, yang tesrcantum dalam Pasal 66 Kistab Undang-

                                                             
25 M. Yahya Harahap.(2002) Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan 
dan Penuntutan.hal. 4 
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Undang Hukum Acara Pisdana (KUHAP)26. Prisnsisp isnis mesnesgaskan bahwa 

sessesorang disanggap tisdak besrsalah sampais tesrbuktis desngan keskuatan hukum 

testap meslaluis pesngadislan yang sah. Olesh karesna istu, pesnyistaan asest yang 

dislakukan tanpa kesputusan pesngadislan yang sah dan fisnal besrpote snsis mesrusak 

prisnsisp isnis, karesna sessesorang dapat disrugiskan atau dispesrlakukan sesolah-olah 

sudah tesrbuktis besrsalah tanpa meslaluis prosess hukum yang transparan. 

Ketentuan dalam regulasinya, Hak Asasi sManusisa Isntesrnasisonal 

Isntesrnatisonal Covesnant on Cisvisl and Polistiscal Risghts (IsCCPR) meslaluis UU 

No. 12 Tahun 2005, yang mesngatur prisnsisp isnis dalam Pasal 14 Ayat (2)27 dan 

pasal Pasal 11 Ayat (1)28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 

1948. Prisnsisp isnis mesnjadis landasan bagis prosess pesradislan yang adisl, mesncesgah 

tisndakan seswesnang-wesnang olesh aparat pesnesgak hukum, dan meslisndungis hak 

asasis manusisa. UU No. 12 Tahun 2005 menunjukkan komitmen Indonesia 

untuk mengadopsi standar internasional dalam melindungi hak-hak asasi 

manusia, termasuk hak atas peradilan yang adil. 

Asas praduga tak bersalah didasarkan pada sejumlah teori hukum dan 

filsafat yang mendasari perlindungan terhadap hak asasi manusia serta prinsip 

keadilan dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa teori yang 

menjelaskan asas ini: 

1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Teori perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah kerangka 

konseptual yang menjelaskan prinsip, dasar, dan cara-cara melindungi 

hak-hak fundamental manusia. Teori ini berkembang dari berbagai sudut 

pandang hukum, politik, sosial, dan filosofis. Teori ini menekankan 

bahwa setiap individu memiliki hak dasar untuk diperlakukan secara adil 

dan tidak dianggap bersalah tanpa proses hukum yang sah. Hak untuk 

                                                             
26 "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian." 
27 "Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai 
terbukti bersalah menurut hukum." 
28 "Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana berhak dianggap tidak bersalah 
sampai terbukti bersalah menurut hukum di pengadilan yang terbuka." 
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dianggap tidak bersalah adalah bagian dari martabat manusia yang harus 

dihormati. Melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh 

negara atau aparat hukum. 

2. Teori beban Pembuktian 

adalah konsep hukum yang menjelaskan siapa yang bertanggung jawab 

untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dalam suatu perkara 

hukum. Teori ini sangat penting dalam proses peradilan, baik dalam 

hukum pidana, perdata, maupun administrasi, untuk menentukan pihak 

mana yang harus menyediakan bukti untuk mendukung klaimnya. Teori 

ini berfokus pada pembagian beban pembuktian dalam proses hukum. 

Penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa terdakwa 

bersalah. Terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak 

bersalah, karena secara default dia dianggap tidak bersalah. Prinsip ini 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan 

bersalah didasarkan pada bukti yang kuat. 

3. Teori Keseimbangan Proses Hukum 

konsep yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara 

berbagai elemen dalam proses hukum, termasuk hak-hak pihak yang 

berperkara, wewenang lembaga hukum, dan tujuan akhir keadilan. Teori 

ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dalam proses hukum 

mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional, serta menjaga 

integritas sistem hukum itu sendiri. Teori ini menekankan pentingnya 

keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam sistem 

peradilan pidana, Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum 

yang adil. Peradilan pidana harus menjaga ketertiban dan keadilan sosial, 

tetapi tidak boleh mengorbankan hak individu tanpa dasar hukum yang 

jelas. Hakim harus bersikap netral dan hanya memutuskan berdasarkan 

fakta dan bukti yang sah. 
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4. Teori Hukum Subtantif 

Hukum substantif menekankan bahwa isi atau materi hukum (substance) 

harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, bukan sekadar mengikuti aturan 

formal atau prosedur (hukum formal). Hukum substantif berorientasi pada 

pencapaian keadilan dalam hubungan antarindividu dan antara individu 

dengan negara. Hal ini mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak dasar manusia. Teori ini mengacu pada konsep keadilan yang 

lebih luas, di mana setiap keputusan hukum harus mencerminkan 

kebenaran substantif, Keadilan tidak hanya soal prosedur, tetapi juga hasil 

akhir yang benar dan adil. Jika seseorang dianggap bersalah tanpa bukti 

yang cukup, maka keadilan substantif dilanggar. 

5. Teori Rasionalitas Hukum 

Teori ini mengacu pada prinsip bahwa keputusan hukum harus didasarkan 

pada rasionalitas dan logika, Menganggap seseorang bersalah tanpa bukti 

adalah tindakan yang tidak rasional. Sistem hukum harus menghindari 

bias, prasangka, atau asumsi yang tidak berdasarkan fakta. Dalam proses 

legislasi, hukum harus dirancang berdasarkan analisis kebutuhan 

masyarakat, studi dampak, dan konsultasi publik. 

6. Teori Preventif 

Teori ini berlandaskan pada prinsip bahwa mencegah pelanggaran hukum 

lebih efektif dan lebih manusiawi dibandingkan memberikan hukuman 

setelah pelanggaran terjadi. Teori ini melihat asas praduga tak bersalah 

sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, Dalam 

sejarah, banyak kasus di mana seseorang dihukum tanpa bukti yang cukup 

karena penguasa bertindak sewenang-wenang. Mencegah tindakan seperti 

penangkapan, penahanan, atau penghukuman yang tidak adil. 

Dalam elemennya, hak-hak dalam Asas praduga tak bersalah melindungi 

individu dari penilaian yang sewenang-wenang sebelum ada keputusan 
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hukum yang sah. Dengan prinsip ini, pengadilan diharapkan dapat berfungsi 

sebagai lembaga yang objektif, tidak dipengaruhi oleh opini publik atau 

tekanan pihak tertentu. Asas ini menjadi pengawasan terhadap aparat penegak 

hukum agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti 

pemaksaan pengakuan. 

Asas praduga tak bersalah adalah fondasi penting dalam sistem hukum 

yang adil. Prinsip ini tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga 

menjaga integritas sistem peradilan. Namun, implementasi prinsip ini 

membutuhkan komitmen dari seluruh pihak, termasuk aparat penegak 

hukum, media, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap orang 

diperlakukan dengan adil sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. 

Tinjauan Tentang Prinsip Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-
Undang Perampasan Aset 

Pesrampasan asest adalah suatu besntuk tisndakan hukum yang dislakukan 

olesh nesgara tesrhadap barang atau harta mislisk sessesorang yang disduga 

mesrupakan hasisl daris tisndak pisdana tesrtesntu.29 Konsesp pesrampasan asest isnis 

besrtujuan untuk mesmulishkan kesrugisan nesgara dan mesncesgah peslaku tisndak 

pisdana mesniskmatis hasisl kesjahatannya. Dalam kontesks Isndonessisa, pesrampasan 

asest dapat dislishat dalam dua pesrspesktisf, yaknis dalam kontesks tisndak pisdana 

korupsis dan tisndak pisdana laisnnya sespesrtis narkoba, tesrorissmes, dan pesncucisan 

uang. 

Dis Isndonessisa, salah satu dasar hukum yang mengatur tesntang pesrampasan 

asest adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tesntang Pesmbesrantasan 

Tisndak Pisdana Korupsi s dalam bab 3 pasal 18,30 Pada Pasal ini mesmbesriskan 

keswesnangan kespada nesgara untuk mesnyista asest hasisl korupsis. 

                                                             
29 Indonesia. (2010). Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  

30“Mengatur hukuman tambahan bagis pelaku korupsi, termasuk pembayaran uang pengganti 
kerugian negara, perampasan barang atau hasil tindak pidana, dan pencabutan hak tertentu.” 
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Mesnurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 te sntang Hukum Acara 

Pisdana, 31 pesnyistaan harus dislakukan desngan mesncatatkan barang buktis dalam 

besrista acara dan mesnjaga barang buktis agar tisdak rusak atau hislang seslama 

prosess hukum besrlangsung. Hal isnis mesmastiskan bahwa barang buktis testap 

utuh dan dapat disandalkan dalam prosess pesradislan, sesrta mesncesgah 

pesnyalahgunaan atau keshislangan barang buktis seslama masa pesnyisdiskan dan 

pesnuntutan 

Seslaisn istu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tesntang Pesncesgahan dan 

Pesmbesrantasan Tisndak Pisdana Pesncucisan Uang (TPPU) juga mesmbesriskan 

landasan hukum bagis pesrampasan asest yang tesrkaist desngan tisndak pisdana 

pesncucisan uang. 

Kesmudisan, dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sesbagaismana yang teslah disubah desngan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tesntang Pesmbesrantasan Tisndak Pisdana Korupsis pesrampasan asest hasisl 

tisndak pisdana korupsis meslaluis jalur gugatan pesrdata mesmbesriskan weswesnang 

kespada pesnyisdisk desngan syarat sesbagais besriskut:32 

1) Dalam hal pesnyisdisk mesnesmukan dan besrpesndapat bahwa satu atau lesbish 

unsur tisndak pisdana korupsis tisdak tesrdapat cukup buktis, sesdangkan sescara 

nyata teslah ada kesrugisan kesuangan nesgara, maka pesnyisdisk sesgesra 

mesnyesrahkan besrkas pesrkara hasisl pesnyisdiskan tesrsesbut kespada Jaksa 

Pesngacara Nesgara untuk dislakukan gugatan pesrdata atau dissesrahkan 

kespada isnstansis yang disrugiskan untuk mesngajukan gugatan. 

2) Konvesnsi Antis Korupsis 2003 meslestakkan dasar hukum kesrjasama 

isntesrnasisonal dalam pesncesgahan dan pesmbesrantasan tisndak pisdana 

korupsis.  

Konvesnsis Antis Korupsis, yang diskesnal sesbagais KAK 2003 (Konvesnsis 

PBB Meslawan Korupsi s atau (Unistesd Natisons Convesntison agaisnst 

                                                             
31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
32 Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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Corruptison/UNCAC), mesngatur besrbagais aspesk mesngesnais pesrampasan asest 

dalam kontesks tisndak pisdana korupsis. Messkispun konve snsis isnis sescara luas 

mesngatur hal-hal tesrkaist pesncesgahan, pesnisndakan, dan pesmulishan asest daris 

hasisl korupsis, pesrampasan asest adalah salah satu poisn utama yang 

disteskankan dalam konvesnsis isnis. 

Di tingkat internasional, Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) 

mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan mekanisme 

pemulihan aset yang efektif, termasuk melalui pendekatan non-conviction 

based forfeiture. Hak atas kepemilikan pribadi dijamin dalam Pasal 28G 

UUD 1945 dan Pasal 17 UDHR. Pelanggaran terhadap hak ini dapat terjadi 

jika perampasan aset dilakukan tanpa prosedur yang adil dan transparan. 

Sescara umum, besntuk eslesmesn dalam sisste sm hukum pesngesmbalisan asest 

adalah sesbuah kestesntuan-kestesntuan tesntang meskanissmes hukum, tesrdapat 

dalam Konvesnsis Antis Korupsis (KAK) 2003 dan kestesntuan-kestesntuan laisn 

disluar KAK 2003 yang besrhubungan desngan pesngesmbalisan asest, baisk 

konvesnsis-konvesnsis maupun bislatesral isntesrnasisonal dan resgisonal. 

 Seslaisn resgulasis pesrampasan asest disatur dalam besbesrapa pasal, adapun 

substansis sisstesm hukum pesngesmbalisan asest dislakukan meslaluis 4 (esmpat) 

tahapan yang tesrdisris daris: 33 

1. Peslacakan asest, tahap isnis sangat pesntisng dan mesnesntukan Tujuan 

peslacakan mesngisdesntisfiskasis tahapan seslanjutnya. assest isnis adalah untuk 

assest, lokasis pesnyismpanan assest, buktis kespesmisliskan assest, dan 

hubungannya pisdana yang dislakukan mesrupakan pesngumpulan desngan 

tisndak dan seskalisgus alat-alat buktis.  

2. Pesmbeskuan atau pesrampasan asest, kessuksessan isnvesstisgasis dalam meslacak 

asest-asest yang yang dispesrolesh sescara tisdak sah mesmungkisnkan 

peslaksanaan pesngesmbalisan assest besriskutnya, tahap yaistu pesmbeskuan atau 

                                                             
33 Ulang Mangun Sosiawan, 2020, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak 

Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi Pbb Anti Korupsi Diindonesia, De Jure, Volume 20, 
Nomor 4, Hal.596 
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pesrampasan assest. 

3. Pesnyistaan Asest, KAK 2003 mesmbesriskan pesngesrtisan pesnyistaan, tesrmasuk 

pesnyesrahan manakala dispesrlukan adalah pesncabutan keskayaan sescara 

pesrmanesn besrdasarkan pesrisntah pesngadislan atau otoristas yang 

besrkompestesn laisnnya. 

4. Pesngesmbalisan dan pesnyesrahan asest-asest, maka baisk nesgara pesnesrisma 

maupun nesgara korban pesrlu meslakukan tisndakan lesgisslatisf dan tisndakan-

tisndakan laisnnya mesnurut UU dan prisnsisp-prisnsisp hukum nasisonal 

masisng-masisng nesgara seshisngga badan yang besrwesnang dapat meslakukan 

pesngesmbalisan asest-asest tesrsesbut. 

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait 

dengan Tindak Pidana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

memperkuat sistem hukum di Indonesia. RUU ini bertujuan untuk merampas 

aset yang diduga berasal dari tindak pidana atau yang tidak dapat dijelaskan 

asal-usulnya secara sah. Penyusunan RUU ini juga mengacu pada praktik 

internasional, seperti United Nations Convention Against Corruption 

(UNCAC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2006. 

Dokumen Draft Final RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak 

Pidana adalah rancangan undang-undang yang dirancang oleh Pemerintah 

Republik Indonesia untuk mengatur mekanisme perampasan aset yang diduga 

terkait dengan tindak pidana. Dokumen ini belum menjadi undang-undang 

resmi dan masih berada dalam tahap rancangan. Hal ini terlihat dari struktur 

dokumen yang mencantumkan kata "Rancangan" dan masih terdapat bagian 

kosong untuk nomor dan tahun pengesahan. 

Draft RUU ini bertujuan menyediakan kerangka hukum untuk merampas 

aset yang terkait tindak pidana, termasuk aset yang tidak dapat dijelaskan 

asal-usulnya secara sah dan Menyesuaikan dengan standar internasional 
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seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006. 

RUU isnis besrtujuan untuk mesmbesriskan esfesk jesra desngan mesmpesrcespat 

prosess pesnyistaan asest yang disduga besrasal daris hasisl tisndak pisdana. Namun, 

dis sissis laisn, kesbesradaan RUU isnis mesnismbulkan keskhawatisran tesrkaist desngan 

potesnsis peslanggaran hak asasis manusisa (HAM), tesrutama hak atas propesrtis 

dan hak untuk mesndapatkan pesradislan yang adisl. 

Pesnesrapan RUU Pesrampasan Asest dis Isndonessisa dishadapkan pada dislesma 

antara esfesktisvistas pesmbesrantasan kesjahatan dan pesrlisndungan HAM, 

Esfesktisvistas Hukum Desngan mesngadopsis non-convisctison basesd forfesistures, 

nesgara dapat mesmulishkan asest lesbish cespat, tesrutama dalam kasus korupsis 

yang meslisbatkan dana bessar. Dalam pesrlisndungan HAM juga Resgulasis isnis 

harus mesmastiskan bahwa hak konstistusisonal warga nesgara tisdak dislanggar. 

Pesndeskatan yang tisdak sesismbang dapat mesncisptakan pressesdesn buruk dalam 

sisstesm hukum pisdana Isndonessisa. Studis pesrbandisngan daris nesgara-nesgara 

sespesrtis Isnggriss dan Amesriska Sesriskat mesnunjukkan bahwa ismplesmesntasis non-

convisctison basesd forfesistures dapat esfesktisf jiska disdukung desngan sisstesm 

pesngawasan hukum yang kuat .34 

RUU Pesrampasan Asest mesmisliskis reslesvansis yang bessar dalam kontesks 

hukum dan pesreskonomisan saat isnis, khususnya dalam isndustris hukum dan 

sesktor pesrbankan. Dalam sesktor hukum, RUU isnis akan mesmpesngaruhis 

praktisk pesnesgakan hukum, baisk dis tisngkat lesmbaga pesmesrisntahan maupun 

dis kalangan professisonal hukum. Mesnurut Taufisk, isndustris hukum pesrlu 

mesmpesrsisapkan disris untuk mesnghadapis dampak yang mungkisn tismbul daris 

pesnesrapan pesrampasan asest, tesrutama tesrkaist desngan kasus korupsis dan 

pencucisan uang yang meslisbatkan asest bessar.35 

                                                             
34 Ryder, Nicholas. 2013. Money Laundering and Asset Forfeiture: Comparative Perspectives. 
Hal.32 
35 Taufik, R., et al.2023. Analisis Hukum Perampasan Aset dalam Pencegahan Korupsi, hal.22 
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RUU Perampasan Aset mengatur perlindungan hak milik pribadi dalam 

konteks pemanfaatannya untuk pemberantasan tindak pidana berat seperti 

korupsi dan kejahatan terorganisasi. Regulasi ini bertujuan untuk memotong 

akses terhadap aset yang digunakan dalam kejahatan tanpa melanggar 

prinsip dasar perlindungan hak milik. Dalam praktiknya, diperlukan 

keseimbangan antara upaya negara dalam melindungi kepentingan publik 

dengan hak milik individu yang sah. 

Praduga tak besrsalah disatur sescara luas dalam besrbagais listesratur hukum, 

sespesrtis karya Husnis Al-Yakisn yang mesnyatakan bahwa pesnyismpangan 

tesrhadap prisnsisp isnis bissa mesncisptakan kestisdakadislan36. Olesh karesna istu, RUU 

Pesrampasan Asest harus mesmpesrhatiskan dan mesnyesismbangkan antara 

kespesntisngan pesmbesrantasan tisndak pisdana dan pesrlisndungan tesrhadap hak-

hak isndisvisdu, tesrmasuk hak milik pribadi s dan hak untuk tisdak dispesrlakukan 

tisdak adisl. 

PEMBAHASAN 

Penerapan Asas perlindungan hak milik pribadi dalam Rancangan 
Undang-Undang Perampasan Aset  

Hak milik pribadi adalah hak mutlak yang dimiliki oleh seseorang 

atau badan hukum atas suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, 

yang dijamin oleh hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas pribadi 

diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara 

memberikan perlindungan hukum atas hak milik setiap warga negara. 

Berdasarkan pandangan hukum perdata, hak milik juga diatur dalam Pasal 

570 KUHPerdata yang menyebutkan hak pemilik untuk menikmati dan 

menggunakan benda secara bebas, sejauh tidak bertentangan dengan hukum 

atau hak orang lain. 

                                                             
36 Husni Al-Yakin, 2015. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Perspektif Hukum Indonesia dan 
Internasional hal.23 
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RUU Perampasan Aset memperkenalkan mekanisme yang 

memungkinkan negara melakukan penyitaan atas aset yang diduga berasal 

dari tindak pidana meskipun belum ada putusan pengadilan. Langkah ini 

menjadi sangat penting mengingat banyaknya kasus korupsi di Indonesia 

yang melibatkan aset dengan nilai fantastis, tetapi lambat dalam 

pengembalian ke negara karena prosedur hukum konvensional yang 

panjang. RUU ini diharapkan dapat menjawab kendala birokrasi, 

sebagaimana yang terlihat pada kasus Jiwasraya, Asabri, dan BLBI. 

Kasus seperti Jiwasraya, Asabri, dan BLBI37 menjadi contoh nyata 

tantangan pemulihan aset hasil korupsi. Dalam kasus Jiwasraya, negara 

mengalami kerugian sebesar Rp 16,8 triliun, tetapi proses pemulihan aset 

berlangsung lambat akibat regulasi yang membutuhkan putusan hukum 

inkrah sebelum penyitaan dapat dilakukan. Demikian pula pada kasus 

Asabri, meskipun aset senilai Rp 23 triliun telah disita, ada keterlambatan 

dalam pemanfaatannya untuk menutupi kerugian negara karena proses 

hukum yang berlarut-larut. 

Kasus BLBI menyoroti celah hukum lainnya, di mana dari total 

kerugian Rp 138 triliun, hanya Rp 28 triliun yang berhasil dirampas dalam 

lebih dari dua dekade setelah skandal ini mencuat. Hambatan ini 

mengindikasikan perlunya undang-undang baru seperti RUU Perampasan 

Aset untuk mengatasi tantangan struktural dalam sistem hukum pidana 

korupsi. 

Menurut laporan resmi KPK (2020-2022)38, jumlah aset yang berhasil 

disita dari tindak pidana korupsi terus meningkat, tetapi prosesnya sering 

kali memakan waktu bertahun-tahun karena keterbatasan mekanisme 

hukum yang ada. Dengan adanya RUU Perampasan Aset, pemerintah dapat 

mempercepat proses pemulihan aset tanpa harus menunggu putusan 

                                                             
37 Transparency International. (2023). Global Corruption Report. London: Transparency 
International. Hal.21 
38 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Laporan Tahunan KPK 2020-2022. Jakarta: 
KPK. Retrieved from https://www.kpk.go.id diakses 21/11/2024 
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pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diterapkan di 

negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. 

Negara seperti Italia39 telah mengadopsi pendekatan non-conviction 

based asset forfeiture untuk memberantas kejahatan terorganisir seperti 

mafia. Dalam model ini, jaksa diberi kewenangan menyita aset tanpa perlu 

menunggu vonis pengadilan jika aset tersebut terbukti berasal dari kegiatan 

ilegal. Penerapan model ini terbukti efektif karena dapat memutus aliran 

dana ke kelompok kriminal, dan proses pengambilan aset berlangsung lebih 

cepat.  

Di Amerika Serikat, pendekatan civil asset forfeiture pada 2018 saja 

berhasil mengamankan lebih dari $2,3 miliar aset dari tindak pidana. 

40Sebagian besar aset tersebut kemudian digunakan untuk mendanai 

program-program publik, termasuk pelatihan penegak hukum dan 

pengadaan fasilitas umum. Indonesia dapat mengadopsi mekanisme serupa 

melalui RUU Perampasan Aset, sehingga hambatan regulasi pada kasus 

seperti Jiwasraya atau Asabri dapat diminimalisasi. 

Regulasi ini disrancang untuk mesnjawab kesbutuhan mesndessak dalam 

pesmbesrantasan kesjahatan eskonomis, tesrutama tisndak pisdana korupsis dan 

pesncucisan uang, yang sesrisng kalis mesnyulistkan nesgara dalam mesmulishkan 

kesrugisan. Namun, dalam kontesks hukum Isndonessisa, pesndeskatan isnis 

mesnghadisrkan tantangan bessar karesna harus disseslaraskan desngan prisnsisp-

prisnsisp hukum dasar, tesrutama yang besrhubungan desngan Perlindungan Hak 

Milik Pribadi dan praduga tak besrsalah. 

Dalam praktisknya, hukum Isndonessisa mesngatur pesnyistaan asest meslaluis 

meskanissmes putusan pisdana (convisctison-basesd forfesistures), sespesrtis yang disatur 

dalam Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP. Meskanissmes isnis mesmastiskan 

bahwa pesrampasan asest hanya dislakukan tesrhadap peslaku yang teslah tesrbuktis 

                                                             
39 Ibid hal.33 
40 Yulia, D.2020. Pembelajaran dari Sistem Perampasan Aset di Amerika Serikat. Jurnal Ilmu 

Hukum Internasional, 7(2), 132–145. 
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besrsalah sescara hukum. Namun, RUU Pesrampasan Asest mesmpesrkesnalkan 

konsesp non-convisctison basesd forfesistures, yaitu mekanisme hukum yang 

mesmungkisnkan pesrampasan asest tanpa mesmesrlukan putusan pesngadislan 

pisdana. Pesmbahasan isnis akan mesngupas penerapan asas perlindungan hak 

milik pribadi atas kesbisjakan rancangan Undang-Undang pesrampasan asest. 

Mesnurut Hesrmansyah, meskanissmes isnis dapat mesmpesrcespat prosess 

pesngesmbalisan kesrugisan nesgara, testapis mesmesrlukan sisstesm hukum yang kuat 

untuk mesncesgah pesnyalahgunaan keskuasaan olesh aparat pesnesgak hukum. 

Dalam kontesks isnis, pesntisng untuk mesngisntesgrasiskan prisnsisp-prisnsisp HAM 

dalam sestisap tahap peslaksanaan pesrampasan asest.41 

Pesrampasan asest sesbagais bagisan daris upaya pesmbesrantasan tisndak 

pisdana luar bisasa sespesrtis korupsis, narkoba, dan tesrorissmes teslah mesnjadis 

fokus kesbisjakan hukum dis Isndonessisa. RUU Pesrampasan Asest mesngatur 

pesmbesrisan weswesnang kespada nesgara untuk mesrampas asest yang disduga 

hasisl tisndak pisdana, messkispun peslaku beslum disjatuhis hukuman yang 

besrkeskuatan hukum testap. Pada Pasal 2 Draft RUU perampasan Aset 

berbunyi, Pesrampasan Asest besrdasarkan Undang-Undang i snis tisdak 

disdasarkan pada pesnjatuhan pisdana tesrhadap peslaku tisndak pisdana. 

Tujuan daris kesbisjakan isnis adalah untuk mesmbesrantas praktisk kesjahatan 

luar bisasa dan mesmulishkan kesrugisan nesgara secara cepat yang disakisbatkan 

olesh tisndak pisdana tesrsesbut. Namun, pesnesrapan kesbisjakan isnis sesrisng kalis 

mesnuais kontrovesrsis. Dis satu sissis, pesmbesrantasan kesjahatan luar bisasa adalah 

upaya yang harus disdukung, namun dis sissis laisn, prisnsisp dasar hukum pisdana 

yang mesngesdespankan hak asasis manusisa dan hak isndisvisdu, sespesrtis hak untuk 

tisdak dishukum sesbeslum ada kesputusan pesngadislan yang sah, harus testap 

dispesrhatiskan. 

Hak asasis manusisa, khususnya hak atas kespesmisliskan dan kesadislan 

prosesdural, mesrupakan eslesmesn yang besrpotesnsis tesrdampak langsung olesh 

                                                             
41 Hermansyah. 2020. Tantangan Implementasi Penyitaan Aset dalam Hukum Indonesia, hal. 28 
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pesnesrapan RUU Pesrampasan Asest. Hak atas kespesmisliskan, sesbagaismana 

disjamisn dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, mesmbesriskan pesrlisndungan 

konstistusisonal tesrhadap harta besnda isndisvisdu. Namun, meskanissmes non-

convisctison basesd forfesistures dapat mesnismbulkan konflisk desngan hak isnis jiska 

tisdak disismbangis desngan prosesdur yang adisl. 

Penerapan Non-Conviction Based Forfeiture berpotensi melanggar 

hak atas perlindungan harta benda yang tercantum dalam Pasal 28G Ayat 

(1) UUD 1945, yang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas 

perlindungan terhadap harta benda yang berada dalam kekuasaannya. Tanpa 

pembuktian pidana yang sah, tindakan penyitaan aset dapat dianggap 

melanggar hak ini, karena seseorang dapat kehilangan harta bendanya tanpa 

ada keputusan pengadilan yang mengonfirmasi keterlibatannya dalam 

kejahatan. 

Firdaus 42menegaskan bahwa penerapan perampasan aset tanpa 

putusan pengadilan di Indonesia harus dibatasi pada kasus-kasus tertentu 

yang memenuhi standar bukti tinggi, dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

HAM yang diatur dalam Konstitusi. Pendekatan ini penting untuk menjaga 

keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan 

hak individu. 

Seslaisn istu, kesadislan prosesdural adalah prisnsisp yang harus disjaga untuk 

mesmastiskan bahwa hak-hak pesmislisk asest dislisndungis seslama prosess hukum 

besrlangsung. UNODC mesnyorotis bahwa kesbesrhasislan meskanissmes 

pesrampasan asest sangat besrgantung pada transparansis, akuntabislistas, dan 

meskanissmes pesngawasan yang esfesktisf. Tanpa kestisga eslesmesn isnis, pesnesrapan 

RUU Pesrampasan Asest besrissisko mesnismbulkan peslanggaran HAM. 

                                                             

42 Firdaus, A. (2021). Tantangan Implementasi Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia. 
Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 245–267. 
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Asas perlindungan hak milik pribadi dalam Rancangan Undang-

Undang (RUU) Perampasan Aset berkaitan erat dengan upaya menjaga 

keseimbangan antara perlindungan hak individu atas kepemilikan aset dan 

kebutuhan negara untuk menegakkan hukum serta memberantas tindak 

pidana yang menghasilkan keuntungan ilegal. 

RUU Perampasan Aset mengintegrasikan asas perlindungan hak milik 

pribadi melalui beberapa mekanisme untuk menjamin keadilan dan 

menghormati hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa poin penting 

dalam RUU tersebut yang berkaitan dengan penerapan perlindungan hak 

milik pribadi: 

1. Pengaturan Keberatan dan Perlindungan Hak: 

Pasal 19 (1)43 menyatakan bahwa setiap orang yang merasa 

dirugikan haknya atas pemblokiran atau penyitaan aset dapat 

mengajukan keberatan. Hal ini memberikan ruang bagi pemilik aset 

untuk membuktikan bahwa aset yang diblokir atau disita adalah miliknya 

secara sah dan bukan hasil dari tindak pidana. 

Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan penyidik dalam 

waktu maksimal 14 hari kerja sejak tindakan pemblokiran atau penyitaan 

dilakukan. Pemilik aset dapat membuktikan bahwa aset tersebut adalah 

miliknya secara sah atau tidak terkait dengan tindak pidana. Keberatan 

dapat disertai dengan permintaan ganti rugi atas kerugian yang timbul 

dari tindakan tersebut (ayat 2).44 Ganti rugi ini dibatasi tidak lebih dari 

nilai aset yang disita atau diblokir. 

2. Pemeriksaan Aset di Pengadilan Yang Transparan: 

                                                             
43 Draft Final RUU Perampasan Aset pasal 19 (1) Setiap orang yang merasa dirugikan 
haknya atas pemblokiran dan/atau penyitaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
dan Pasal 15 berhak mengajukan keberatan bahwa aset yang diblokir dan/atau disita 
merupakan miliknya secara sah atau bukan merupakan aset tindak pidana. 
44 “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai permintaan ganti kerugian.” 
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Pemeriksaan permohonan perampasan aset dilakukan secara 

terbuka di pengadilan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. 

Putusan pengadilan harus memuat pertimbangan yang jelas atas fakta dan 

bukti yang diajukan. Pasal 3545 menyatakan bahwa pemeriksaan 

permohonan perampasan aset dilakukan dalam sidang terbuka untuk 

umum.  

Pasal 4546 menyebutkan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan 

berkekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 

umum. Sidang terbuka memberikan transparansi, mencegah potensi 

penyalahgunaan wewenang, dan memastikan proses perampasan aset 

dapat diawasi oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan. 

3. Hak Banding dan Ganti Rugi: 

Pemilik aset yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum kasasi 

terhadap putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4747. Jika 

terbukti aset tersebut milik sah, maka aset harus dikembalikan kepada 

pemiliknya, sesuai Pasal 4448. 

Pasal 19 ayat (3)49 memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk 

meminta ganti kerugian.  Nilai ganti rugi ditentukan berdasarkan 

penilaian aset yang diblokir atau disita. Dalam hal pengadilan menerima 

                                                             
45 “Pemeriksaan permohonan Perampasan Aset dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang yang 
terbuka untuk umum.” 
46 (1) “Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan putusan pengadilan kepada 
Jaksa Pengacara Negara dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah putusan tersebut 
diucapkan.(2) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan, putusan 
disampaikan juga kepada yang bersangkutan.” 

47(1)Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat diajukan 
upaya hukum kasasi.(2) Putusan kasasi bersifat final dan mengikat.(3) Pengajuan dan pemeriksaan 
kasasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

48 “Dalam hal pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (2) dapat membuktikan bahwa aset yang diblokir, disita, dan/atau aset yang dimintakan 
untuk dirampas merupakan miliknya yang sah dan/atau bukan merupakan aset tindak pidana, 
putusan majelis hakim menyatakan bahwa permohonan perampasan aset yang diajukan Jaksa 
Pengacara Negara ditolak. 
49 “Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi besaran aset tindak 
pidana yang diblokir atau disita berdasarkan penilaian aset tindak pidana.” 
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keberatan, aset harus dikembalikan kepada pemilik yang sah, dan jika 

aset telah dipindahtangankan, nilai penggantian sesuai nilai aset pada saat 

dipindahtangankan. 

4. Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset yang Transparan: 

Dalam hal perampasan aset, RUU ini mengatur penggunaan atau 

pemanfaatan aset dengan memperhatikan kepentingan umum dan tetap 

menjaga nilai ekonomisnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5850. 

5. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik 

Pasal 1851 berbunyi,” Sebelum terdapat putusan perampasan aset 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat 

memberikan izin sementara kepada pihak ketiga yang telah 

menggunakan atau memanfaatkan aset tersebut dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Tidak mengubah bentuk fisik aset; 

b. tidak dialihkan penggunaan atau pemanfaatannya; 

c. dilakukan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan; dan 

d. tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. 

 Pasal ini mengatur bahwa aset yang telah digunakan atau 

dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan itikad baik tetap dapat digunakan 

sementara sebelum adanya putusan hukum tetap. Pada ketentuannya,  

Pihak ketiga tidak boleh mengubah bentuk fisik atau status kepemilikan 

aset. Biaya perawatan atau pajak aset selama pemanfaatan menjadi 

tanggung jawab pihak ketiga. 

Tujuan dalam ketentuan ini adalah Mencegah kerugian bagi pihak 

yang tidak terlibat dalam tindak pidana tetapi memiliki hubungan sah 

                                                             
50 Terhadap aset tindak pidana yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan penggunaan atau pemanfaatan setelah 
Jaksa Agung memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang keuangan. 
51 Pasal 18 Draft RUU Perampasan Aset. 
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dengan aset. Hal ini dapat melindungi hak pihak ketiga yang beritikad 

baik dan tidak merebut hak yang terkait. 

6. Prosedur yang Ketat 

Pada Pasal 1552 berbunyi : 

a. ”Jika dari hasil penelusuran diduga aset yang bersangkutan 
merupakan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan 
ayat (2) huruf a, penyidik setelah mendapat izin dari Pengadilan 
Negeri setempat berwenang melakukan penyitaan. 

b. Dalam melakukan penyitaan, penyidik wajib menunjukkan surat 
perintah penyitaan yang dikeluarkan atasan langsung penyidik kepada 
orang yang memiliki atau menguasai aset tindak pidana yang disita. 

c. Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
pembuatan berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, 
orang yang memiliki atau menguasai aset yang disita, dan 2 (dua) 
orang saksi. 

d. Tembusan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diserahkan kepada orang yang memiliki atau menguasai aset yang 
disita. 

e. Dalam hal aset yang disita berupa tanah atau barang tidak bergerak 
lainnya, penyidik segera memberitahukan, mendaftarkan, atau 
mencatatkan penyitaan atas tanah atau barang tidak bergerak lainnya 
kepada pejabat yang berwenang mengurusi pertanahan atau yang 
berwenang mengurusi barang tidak bergerak tersebut, disertai dengan 
berita acara penyitaan.” 

Pasal ini menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan 

dengan izin pengadilan. Dalam prosesnya Penyidik harus mendapatkan 

persetujuan pengadilan sebelum melakukan penyitaan aset yang 

dicurigai terkait tindak pidana. Surat perintah penyitaan harus 

ditunjukkan kepada pemilik aset, dan dibuat berita acara yang 

ditandatangani oleh penyidik, pemilik aset, dan dua saksi. Prosedur ini 

memastikan tindakan penyitaan tidak dilakukan sewenang-wenang dan 

memiliki dasar hukum yang jelas. 

Penerapan Asas Hak Milik Pribadi dalam konteks Rancangan Undang-

Undang (RUU) Perampasan Aset masih menjadi isu yang kompleks dan 

belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di 

Indonesia. Hak milik pribadi dijamin oleh Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, 

                                                             
52 Draft RUU Perampasan Aset, 
https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf 
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yang memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam 

konteks ini, RUU Perampasan Aset berupaya menjaga perlindungan tersebut 

dengan mekanisme keberatan, kompensasi, dan perlindungan pihak ketiga 

yang beritikad baik. 

Meskipun ada prosedur keberatan, mekanisme Non-Conviction Based 

Forfeiture (perampasan aset tanpa putusan pengadilan) yang diatur dalam 

RUU ini berpotensi melanggar prinsip due process of law. Prinsip ini 

menegaskan bahwa tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan 

proses yang adil dan transparan. Adapun resiko pelanggaran hak  asasi 

manusia, terutama dalam hak milik pribadi. Dimana Perampasan aset tanpa 

putusan pengadilan dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 570 

KUHPerdata, yang melindungi hak pemilik untuk menikmati dan 

menggunakan aset secara sah. 

RUU perlu disesuaikan untuk memastikan perlindungan hak milik 

pribadi sesuai dengan konstitusi dan hukum internasional. Mekanisme 

perampasan aset harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan hanya 

setelah ada putusan pengadilan yang sah.  

 Salah satu keskhawatisran tesrbessar adalah adanya kesmungkisnan 

pesnyalahgunaan weswesnang olesh aparat pesnesgak hukum dalam mesnesrapkan 

kesbisjakan pesrampasan asest. Tanpa pesngawasan yang kestat, ada rissisko bahwa 

kesbisjakan isnis bissa disgunakan untuk mesneskan lawan polistisk atau isndisvisdu yang 

tisdak dissukais, yang dapat mesnyesbabkan peslanggaran hak asasis manusisa. 

Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Mekanisme Rancangan Undang-
Undang Perampasan Aset 

Salah satu prisnsisp pesntisng dalam sisstesm hukum Isndonessisa adalah 

praduga tak besrsalah (pressumptison of isnnocesnces), yang disatur dalam Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. Prisnsisp isnis mesnyatakan bahwa sestisap orang yang 

distuduh meslakukan tisndak pisdana harus disanggap tisdak besrsalah hisngga 

tesrbuktis sesbalisknya meslaluis prosess pesngadislan yang sah dan adisl. RUU 

Pesrampasan Asest besrpotesnsis besrtesntangan desngan prisnsisp isnis apabisla 
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pesrampasan dislakukan sesbeslum adanya putusan pesngadislan yang besrkeskuatan 

hukum testap. 

RUU ini memungkinkan perampasan aset melalui mekanisme non-

conviction based asset forfeiture (NCB). Dalam sistem ini, aset dapat 

dirampas meskipun tidak ada putusan pidana yang menyatakan pemilik aset 

bersalah. Hal ini berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah 

karena Pemilik aset dianggap "tidak sah" tanpa melalui pembuktian pidana. 

Beban pembuktian sering kali dibalik kepada pemilik aset untuk 

membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal. 

Prose ss pesrampasan asest yang dislakukan tanpa adanya kesputusan 

pesngadislan yang sah dapat mesnyesbabkan sessesorang keshislangan asestnya 

messkispun beslum ada pesmbuktisan yang sah mesngesnais kestesrlisbatan orang 

tesrsesbut dalam tisndak pisdana. Hal isnis besrtesntangan desngan asas praduga tak 

besrsalah, karesna sessesorang disanggap besrsalah sesbeslum prosess pesradislan 

besrjalan sespesnuhnya. Olesh karesna istu, RUU isnis pesrlu dispesrbaiskis desngan 

mesnambahkan kestesntuan yang mesngharuskan pesrampasan asest hanya 

dislakukan sesteslah adanya putusan pesngadislan yang jeslas dan sah. 

Kebijakan ini mengatur bahwa pemilik aset harus membuktikan bahwa 

harta yang dimiliki bukan hasil kejahatan. Pergeseran ini dapat mengancam 

asas praduga tak bersalah karena Pemilik aset dianggap bersalah secara 

implisit jika tidak mampu membuktikan legalitas aset. Beban pembuktian 

yang berat bagi individu dapat merugikan pihak yang tidak memiliki 

kapasitas atau akses terhadap alat bukti yang memadai. 

Prisnsisp praduga tak besrsalah adalah asas fundamesntal dalam hukum 

pisdana yang mesnyatakan bahwa sestisap orang disanggap tisdak besrsalah hisngga 

ada putusan pesngadislan yang besrkeskuatan hukum testap. RUU Pesrampasan Asest 

besrpotesnsis meslanggar prisnsisp isnis desngan mesngiszisnkan nesgara untuk mesrampas 

asest sessesorang yang disduga tesrlisbat dalam tisndak pisdana, messkispun beslum ada 

kesputusan pesngadislan yang sah. 
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Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset 

Terkait dengan Tindak Pidana, asas praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip 

penting, meskipun undang-undang ini memperkenalkan mekanisme 

perampasan aset yang bersifat in rem (berfokus pada aset, bukan pada pelaku). 

Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana asas ini diterapkan dalam 

mekanisme RUU tersebut: 

1. Perampasan Aset Tidak Bergantung pada Putusan Pidana 

Dalam Pasal 2 RUU53, disebutkan bahwa perampasan aset tidak 

didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku. Ini berarti, meskipun 

seseorang belum dinyatakan bersalah secara pidana, aset yang diduga hasil 

tindak pidana tetap dapat dirampas melalui mekanisme perdata.Meskipun 

demikian, mekanisme ini dirancang untuk tidak melanggar asas praduga 

tak bersalah karena fokusnya adalah pada legalitas asal-usul aset, bukan 

pada pembuktian kesalahan pelaku. 

Pesnesrapan pesrampasan asest sesbeslum adanya putusan pesngadislan 

yang sah bissa disanggap sesbagais besntuk hukuman tesrhadap isndisvisdu yang 

beslum tesrbuktis besrsalah. Isnis bissa mesncisptakan kestisdakadislan bagis mesreska 

yang beslum disadislis, messkispun pada akhisrnya tesrbuktis tisdak besrsalah. Hal 

isnis besrtesntangan desngan pasal 2 RUU pesrampasan asest yang besrbunyis, 

Pesrampasan Asest besrdasarkan Undang-Undang isnis tisdak disdasarkan pada 

pesnjatuhan pisdana tesrhadap peslaku tisndak pisdana. Pasal isnis besrpote snsis 

meslanggar asas praduga tak besrsalah atas prosess hukum yang adisl karesna 

asest dapat disrampas messkispun tisdak ada putusan pesngadislan. 

Pendekatan ini berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak 

bersalah karena Seseorang bisa kehilangan aset tanpa terlebih dahulu 

dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang relevan. Proses perdata 

memiliki standar pembuktian lebih rendah (preponderance of evidence) 

                                                             
53 Draft Final RUU Perampasan Aset. 
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dibanding pidana (beyond reasonable doubt), sehingga risiko pelanggaran 

hak asasi lebih besar. 

2. Hak untuk mengajukan keberatan 

Pasal 19 memberikan hak kepada setiap orang yang merasa 

dirugikan oleh pemblokiran atau penyitaan aset untuk mengajukan 

keberatan. Ini memberikan ruang bagi pihak yang bersangkutan untuk 

membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah.Hak ini menjamin 

perlindungan bagi individu yang asetnya terblokir atau disita agar tidak 

serta-merta dianggap bersalah. Waktu pengajuan keberatan dibatasi hanya 

14 hari, yang mungkin terlalu singkat untuk mengumpulkan bukti, 

terutama dalam kasus yang melibatkan aset kompleks atau dokumen yang 

tersebar di banyak lokasi. 

Pihak yang melarikan diri atau memiliki status daftar pencarian 

orang (DPO) tidak dapat mengajukan keberatan, meskipun mereka 

mungkin memiliki alasan yang sah atas ketidakhadiran mereka. 

3. Beban Pembuktian 

Beban pembuktian atas legalitas aset berada pada Jaksa Pengacara 

Negara (Pasal 37)54. Dalam sidang pengadilan, Jaksa Pengacara Negara 

wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas 

merupakan aset tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang 

tidak dianggap bersalah atau asetnya ilegal sampai ada pembuktian yang 

sah di pengadilan. 

Meskipun beban pembuktian ada pada negara, tidak ada ketentuan 

eksplisit yang mewajibkan adanya keterkaitan langsung antara pemilik 

                                                             
54 “Dalam pemeriksaan perkara permohonan perampasan aset, Jaksa Pengacara Negara yang 
mengajukan permohonan wajib menyampaikan dalil yang menjadi dasar permohonan dan wajib 
membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana.” 
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aset dan tindak pidana tertentu. Ini dapat membuka celah bagi 

penyalahgunaan kekuasaan atau tuduhan tanpa dasar yang cukup kuat. 

4. Perlindungan terhadap pihak ketiga 

Pasal 44 memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang dapat 

membuktikan bahwa aset yang disita adalah miliknya secara sah dan 

bukan merupakan aset tindak pidana. Jika terbukti, pengadilan akan 

memerintahkan pengembalian aset kepada pihak tersebut. Meskipun ada 

perlindungan bagi pihak ketiga, prosedur pembuktian yang kompleks dan 

standar pembuktian yang ambigu bisa menjadi hambatan, terutama bagi 

pihak yang tidak memiliki akses hukum yang memadai. 

5. Mekanisme Peradilan yang terbuka 

Sidang pengadilan terkait perampasan aset harus dilakukan secara 

terbuka untuk umum (Pasal 35). Ini memastikan transparansi dan 

memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan 

pembelaannya. Meskipun terbuka, tidak ada mekanisme jelas untuk 

mencegah potensi bias hakim atau tekanan politik, terutama dalam kasus-

kasus bernilai tinggi atau melibatkan individu berpengaruh. Proses terbuka 

bisa mempermalukan pihak yang belum terbukti bersalah, yang 

bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. 

6. Kerja Sama Internasional dan Konteks Global 

Pasal 63-6455 mengatur kerja sama internasional untuk pemblokiran, 

penyitaan, dan perampasan aset. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia 

                                                             
55 Pasal 63: “(1)Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional mengenai bantuan untuk 
penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset.(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian dengan negara lain, baik bilateral, regional, maupun 
multilateral atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.” 

Pasal 64: “(1)Pemerintah dapat membuat perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk 
mendapatkan bagi hasil termasuk penggantian biaya atas hasil perampasan aset yang melibatkan 
negara tersebut, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di negara lain.(2)Perjanjian bagi hasil 
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terhadap United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). 

Dalam kerja sama internasional, negara lain mungkin memiliki standar 

pembuktian atau prosedur yang lebih rendah, yang dapat memengaruhi 

keadilan proses di Indonesia. Tidak ada mekanisme rinci untuk 

memastikan bahwa kerja sama internasional tidak digunakan secara 

politis. 

7. Rezim Perdata dan Risiko Ketimpangan 

Pendekatan civil forfeiture cenderung lebih sederhana dibandingkan 

proses pidana, tetapi dapat memberikan beban yang tidak proporsional 

kepada pemilik aset. Pemilik aset sering kali dihadapkan pada pembuktian 

yang mahal dan rumit untuk menunjukkan bahwa aset mereka diperoleh 

secara sah. Ketimpangan akses hukum antara negara dan individu bisa 

memperbesar risiko pelanggaran hak. 

Dalam kontesks RUU Pesrampasan Asest, tesrdapat besbesrapa ismpliskasis dalam 

mekanismenya, salah satunya dalam Kessesismbangan antara esfesktisvistas dan 

Pesrlisndungan HAM. RUU isnis harus disrancang untuk mesmastiskan bahwa prosess 

pesrampasan asest testap esfesktisf tanpa mesngorbankan hak konstistusisonal isndisvisdu. 

Dalam hal ini Prosesdur yang adisl dan transparan juga harus distesrapkan untuk 

mesncesgah potesnsis pesnyalahgunaan. 

Aturan ini mesneskankan pesntisngnya standar pesmbuktisan yang tisnggis 

dalam pesnesrapan non-convisctison basesd forfesistures untuk mesmastiskan bahwa 

hanya asest yang besnar-besnar tesrkaist desngan tisndak pisdana yang dapat 

disrampas.56 Mesnggarissbawahis bahwa pesngawasan olesh pesngadislan isndespesndesn 

sangat pesntisng untuk mesnjamisn kesadislan dalam peslaksanaan meskanissmes isnis.57 

                                                             
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

56 Ryder, Nicholas, 2013, Money Laundering and Asset Forfeiture: Comparative Perspectives. 
Halaman 52 
57 Hermansyah, 2020, Tantangan Implementasi Penyitaan Aset dalam Hukum Indonesia, hal. 36 
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Untuk memastikan RUU ini tetap sejalan dengan asas praduga tak bersalah, 

beberapa mekanisme perlindungan perlu diterapkan, seperti: 

a. Proses Pengadilan yang Adil 

Perampasan aset harus dilakukan melalui proses peradilan yang transparan 

dan akuntabel. Hak terdakwa untuk membela diri, menghadirkan bukti, 

dan Menggunakan bantuan hukum harus dijamin. 

b. Pemisahan Perkara Pidana dan Perdata 

RUU harus membedakan dengan jelas antara proses pidana dan perdata. 

Dalam konteks perdata, meskipun tidak ada putusan pidana, mekanisme 

perampasan aset tetap harus mengikuti standar pembuktian yang kuat. 

c. Pengaturan Beban Pembuktian yang Proporsional 

Beban pembuktian sebaiknya tidak sepenuhnya dialihkan kepada pemilik 

aset. Negara tetap harus membuktikan keterkaitan aset dengan tindak 

pidana. 

d. Pengawasan dan Akuntabilitas 

Mekanisme perampasan aset harus diawasi oleh lembaga independen 

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

Salah satu dampak daris pesrampasan asest yang presmatur adalah kesrugisan 

yang disalamis olesh isndisvisdu yang tisdak besrsalah. Jiska asest sudah disrampas 

sesbeslum ada kesputusan pesngadislan, dan kesmudisan tesrbuktis bahwa isndisvisdu 

tesrsesbut tisdak besrsalah, maka kesrugisan yang distismbulkan akan sangat suli st 

untuk dispulishkan. 

Sismbolon mesnyatakan bahwa pesnesrapan non-convisctison basesd forfesistures 

tanpa buktis yang cukup kuat dapat mesrusak lesgistismasis hukum dan kespesrcayaan 

masyarakat tesrhadap sisstesm pesradislan. Olesh karesna istu, standar pesmbuktisan 
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yang tisnggis harus distesrapkan untuk mesmastiskan bahwa hanya asest yang besnar-

besnar tesrkaist desngan tisndak pisdana yang dapat disrampas.58 

RUU Perampasan Aset adalah langkah penting dalam memerangi 

kejahatan, tetapi implementasinya harus tetap menghormati asas praduga tak 

bersalah. Mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional diperlukan untuk 

memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar. Dengan mengadopsi 

praktik terbaik internasional dan menyesuaikannya dengan konteks hukum 

Indonesia, RUU ini dapat menjadi instrumen yang efektif sekaligus adil. 

Dalam kasus-kasus isntesrnasisonal, sespesrtis yang distesrapkan dis Isnggriss 

meslaluis Procesesds of Crismes Act 2002, meskanissmes isnis diskombisnasiskan desngan 

pesrlisndungan hukum yang kestat, tesrmasuk hak pesmislisk asest untuk mesngajukan 

kesbesratan dis pesngadislan. Pesndeskatan sesrupa pesrlu disadaptasis dis Isndonessisa 

untuk mesmastiskan bahwa pesnesrapan RUU Pesrampasan Asest testap sesjalan 

desngan prisnsisp praduga tak besrsalah. 

Dalam konteks Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, 

mitigasi risiko pelanggaran terhadap prinsip hak milik pribadi dan asas praduga 

tak bersalah menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas 

penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme dalam 

RUU Perampasan Aset, terutama yang berbasis non-conviction, menimbulkan 

perdebatan terkait potensi pelanggaran prinsip ini.  

Mitigasi Risiko Pelanggaran Terhadap Prinsip Praduga Tak Bersalah 

adalah upaya untuk mencegah atau meminimalkan tindakan atau situasi yang 

dapat melanggar hak individu yang dianggap tidak bersalah sampai terbukti 

sebaliknya melalui proses hukum yang sah. Prinsip ini, yang dikenal sebagai 

presumption of innocence, merupakan pilar penting dalam sistem hukum yang 

adil. 

                                                             
58 Simbolon, Cornelius, 2020. Prinsip Praduga Tak Bersalah dan Tantangannya di Indonesia. 
Halaman 18 
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Dalam mekanisme ini, aset dapat dirampas meskipun tidak ada putusan 

pidana terhadap pemiliknya. Hal ini menimbulkan risiko bahwa seseorang 

dapat kehilangan hak atas asetnya tanpa melalui proses pembuktian yang 

sepenuhnya memadai. Untuk memastikan keselarasan dengan prinsip praduga 

tak bersalah, mitigasi risiko dapat dilakukan melalui: 

1. Pengaturan Beban Pembuktian yang Seimbang 

Dalam mekanisme perampasan aset, beban pembuktian tidak boleh 

sepenuhnya dialihkan kepada pemilik aset. Negara tetap memiliki 

tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa aset tersebut terkait dengan 

tindak pidana, misalnya melalui bukti yang kuat mengenai keterkaitan aset 

dengan kejahatan tertentu. 

Beban pembuktian yang sepenuhnya berada di tangan pemilik aset dapat 

merugikan individu yang tidak memiliki sumber daya atau kemampuan 

hukum untuk membuktikan bahwa asetnya diperoleh secara sah. Oleh 

karena itu, negara harus terlebih dahulu membuktikan adanya indikasi kuat 

bahwa aset tersebut terkait dengan kejahatan sebelum meminta pemilik 

untuk memberikan klarifikasi. Beban pembuktian tidak sepenuhnya 

dialihkan kepada pemilik aset, melainkan negara tetap memiliki kewajiban 

untuk menunjukkan bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana. 

2. Transparansi dan Akuntabilitas Proses 

Proses perampasan aset harus dilakukan melalui pengadilan yang terbuka, 

dengan memberikan kesempatan bagi pemilik aset untuk menyampaikan 

pembelaan, mengajukan bukti, dan menghadirkan saksi. Proses ini harus 

dijalankan secara transparan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang. 

Transparansi dalam proses hukum memastikan bahwa keputusan 

perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan 

adanya akuntabilitas, pelaksanaan perampasan aset dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.   
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3. Pengawasan dan Evaluasi 

Dibentuk mekanisme pengawasan independen untuk menghindari 

penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan perampasan aset. Lembaga 

ini bertugas untuk memastikan bahwa prosedur perampasan aset dilakukan 

sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. 

Pengawasan yang independen dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan oleh aparat penegak hukum, seperti tindakan korupsi, 

diskriminasi, atau keputusan yang didasarkan pada motif non-hukum. 

Dibentuk mekanisme pengawasan independen untuk menghindari 

penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan perampasan aset. 

4. Kompensasi bagi Pemilik Sah 

Kompensasi adalah bentuk perlindungan hukum bagi individu yang hak-

haknya dilanggar akibat kesalahan dalam proses perampasan aset. Hal ini 

juga mendorong aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam 

mengambil keputusan. 

Jika terbukti bahwa aset yang dirampas tidak terkait dengan tindak pidana, 

negara wajib mengembalikan aset tersebut atau memberikan kompensasi 

yang setimpal. 

Mitigasi risiko ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara 

upaya negara dalam memberantas kejahatan berat dan perlindungan hak asasi 

manusia, termasuk prinsip praduga tak bersalah. Mitigasi risiko pelanggaran 

terhadap prinsip hak milik pribadi dan asas praduga tak bersalah memerlukan 

pendekatan yang holistik. Regulasi yang transparan, pengawasan yang ketat, 

perlindungan hak individu, dan keterlibatan masyarakat adalah langkah-

langkah penting untuk memastikan bahwa RUU Perampasan Aset tidak 

hanya efektif dalam memberantas kejahatan tetapi juga menghormati hak 

asasi manusia. 
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RUU Perampasan Aset di Indonesia berupaya untuk 

memperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana sebagai 

alat untuk memberantas kejahatan serius. Namun, untuk memastikan 

keselarasan dengan prinsip praduga tak bersalah, RUU ini harus mencakup 

pengaturan yang jelas mengenai beban pembuktian, transparansi proses, 

mekanisme pengawasan, dan kompensasi bagi pemilik sah. Dengan 

demikian, risiko pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah dapat 

diminimalkan, dan keadilan serta hak asasi manusia tetap terjaga. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 
Penelitian ini menganalisis penerapan asas perlindungan hak milik 

pribadi dan asas praduga tak bersalah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Perampasan Aset. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun 

RUU Perampasan Aset memiliki potensi besar untuk memperkuat 

pemberantasan korupsi dan kejahatan berat lainnya, penerapannya masih 

menghadapi berbagai tantangan hukum dan etika yang signifikan. 

1. Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi 

RUU ini bertujuan untuk memungkinkan negara merampas aset 

yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset 

(RUU) berupaya melindungi hak milik pribadi melalui mekanisme 

keberatan, kompensasi, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. 

Namun, penerapan mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCB) 

berpotensi melanggar prinsip due process of law. Hak milik pribadi dijamin 

oleh Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Perampasan aset tanpa putusan 

pengadilan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip ini, menimbulkan 

risiko pelanggaran hak asasi manusia. 

2. Asas Praduga Tak Bersalah 

RUU Perampasan Aset mencerminkan ambisi besar negara untuk 

memberantas korupsi, tetapi juga menunjukkan risiko besar jika prinsip-

prinsip dasar hukum diabaikan. Regulasi ini, tanpa revisi dan pengawasan 

yang memadai, berpotensi menggerus hak asasi manusia dan menciptakan 

preseden buruk dalam sistem hukum Indonesia. Upaya pemberantasan 

kejahatan harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak individu, 

memastikan bahwa keadilan tidak dikorbankan atas nama efisiensi. 

Mekanisme NCB dalam RUU memungkinkan perampasan aset 

sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini 
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bertentangan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Beban pembuktian yang dibalik kepada 

pemilik aset dapat merugikan individu, terutama mereka yang tidak 

memiliki kapasitas untuk membuktikan legalitas asetnya. 

3. Tantangan dalam Implementasi 

Terdapat risiko penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak 

hukum jika mekanisme perampasan aset tidak diawasi dengan 

ketat.Ketidaksesuaian dengan standar hukum internasional, seperti prinsip 

yang diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), juga menjadi 

perhatian. 

Saran 

1. Penguatan Regulasi 

Tambahkan ketentuan yang mewajibkan adanya putusan pengadilan 

yang sah sebelum perampasan aset dilakukan untuk menjaga kesesuaian 

dengan asas praduga tak bersalah. Pastikan mekanisme keberatan dan 

kompensasi diatur dengan jelas dan mudah diakses oleh pemilik aset. 

2. Pengawasan dan Akuntabilitas 

Bentuk lembaga pengawas independen untuk memantau 

pelaksanaan perampasan aset agar tidak terjadi penyalahgunaan 

kewenangan. Lakukan audit berkala terhadap proses perampasan aset untuk 

memastikan kepatuhan terhadap prinsip hukum yang berlaku. 

3. Harmonisasi dengan Standar Internasional 

Sesuaikan RUU dengan prinsip-prinsip internasional yang diatur 

dalam UDHR dan ICCPR untuk memastikan perlindungan hak asasi 

manusia. Adopsi praktik terbaik dari negara lain, seperti Inggris dan 

Amerika Serikat, yang telah berhasil menerapkan mekanisme NCB dengan 

perlindungan hukum yang memadai. 
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4. Edukasi dan Pelatihan 

Tingkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan tentang 

hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Sosialisasikan RUU 

kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik 

dalam proses legislasi. 

5. Mekanisme Banding dan Ganti Rugi 

Perkuat mekanisme banding untuk pemilik aset yang merasa dirugikan oleh 

perampasan aset. Berikan kompensasi yang layak kepada pihak yang 

dirugikan jika terbukti bahwa aset yang disita tidak terkait dengan tindak 

pidana. 
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